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BABI 

PENDAHULUAN 

I. Latar BeJakang dan Rumusan .Masalah 

Kemajuan pembangunan ekonomi intemasional berdampak pada semakin 

kompleksnya perdagangan, baik perdagangan di dalam negeri maupun 

perdagangan dalam skala global untuk: meningkatkan mutu dari perdagangan ini 

harus terdapat unsur-unsur yang mendukung kelancaran perdagangan. Salah satu 

unsur tersebut adalah sektor perhubungan. Dalam sektor perhubungan ini tentunya · 

berkaitan dengan pengangkutan, yang mempunyai arti penting bagi kelancaran 

baik sektor-sektor lainnya, seperti sektor pertanian, perindustrian, perdagangan 

maupun dalam hubungan pergaulan manusia. 

Seiring dengan perkembangan dun.fa perdagangan dan kemajuan 

teknologi, khususnya dalam sektor perhubungan, menimbulkan keinginan pihak 

yang berkompetisi di dunia perdagangan untuk: bergerak cepat dari satu tempat ke 

tempat yang lain atau dari daerah ke daerah lain, bahkan dari satu negara ke 

negara lain. Keberadaaan dari alat-alat pengangkutan dan pihak-pihak yang 

berkecimpung didalamnya, memiliki peranan yang sangat penting, terutama untuk 

memungkinkan sampainya barang-barang produksi dari pihak produsen kepada 

pihak konsumen tepat pada waktunya dan juga dalam keadaan utuh serta iengkap. 

Sehingga dapat dimanfaa.tkan oleh konsumen semaksimal mungkin. S"lain itu 

juga dapat bermanfaat bagi konsumen. Aiat pengangkutan yang berjaian baik, 

lancar, dan teratur juga diperlukan oleh para produsen sebab semakin cepat barang 
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produksi sampai di tangan konsumen semakin cepat puia ia mendapatkan suatu 

keuntungan tertentu yang diharapkan.: 

Scperti yang diketahui, babva negara Indonesia merupakan negara 

kepulaua.n, dan dapat dikatakan Indonesia mempunyai letak wiiayah yang sangat 

slral\.:gis <lalam jaiur laiu lintas per<lagangan dunia, maka pengangkutan meialui 

jalur lau1 kiranya lebih menguntungkan atau !ebih menghemat biaya pengiriman 

barang perdagangan, dibandingkan dengan pengangkutan darat ataupun melalui 

udarn. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, negara Indonesia memiliki 

potensi untuk meningkatkan pembangunan nasional daiam sektor perdagangan. 

Akan tetapi dalam prak.1:eknya, masih sering kita jumpai permasalah­

permasalahan di dalam Iidu lintas perdagangan Indonesia, seperti perrnasalahan 

yang dihadapi para pengirim barang atau eksportir. Salah satu permasalahan yang 

dimaksud adalah adanya kondisi dimana para pengirim barang masih sering kali 

menggalami kesulitan dalam menyelenggarakan ekspor barang ke Iuar pulau. 

Eksportir dalam menyelenggarakan barang yang siap untuk diekspor 

haruslah menggadakan perjanjian pengangkutan terlebih dahulu dengan salah satu 

perusahan angkutan sesuai dengan kebutuhannya, karena pen_giriman suatu barang 

yang siap diekspor memerlukan beberapa macam alat angkut sebelum barang 

tcrscbut $ampai tujuan. DahuJu proses pengiriman barang masih sering digunakan 

de11ga11 earn tradisional , yaitu dibutuhkan perjanjian pengangkutan yang berbeda 

untuk masing-masing jenis alat angkut yang digunakan. Beda halnya dengan 

pe~iai~jian pengangkut.an saat ini; para pengirim barang hanya membu.at satu 
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per3an31an pengangkutan dengan pengusaha angkutan untuk mengirimkan 

barangnya. 

Dari uraian diatas, nampak bagaimana kerumitan proses pengangkutan 

barang dari tempat produsen untuk sampai ke konsumen, sehingga dari proses 

pengangkutan tersebut tentunya akan berakibat resiko kerugian atau 

pembengkakan biaya yang harus dikeluarkan pihak eksportir semakin besar. 

Namun demikian diketemukannya sistem peti kemas dalam dunia pengangln.1tan 

barang serta perkembangan bidang transportasi , resiko yang mungkin diderita 

oleh pengirim barang akan dapat ditekan seminimai mungkin. 

Oleh karena rumitnya proses pengangkutan barang, ma.ka dalam 

melaksanakan pengiriman barang, eksportir sering kali tidak mengerjakan sendiri 

seluruh tugas yang menjadi kewajibannya, sebagian dari tugas itu biasanya 

diserahkan pada .badan usaha lain. Salah satu diantaranya adaiah usaha 3asa 

transportasi oleh perusahaan pengangk71tan laut. 

Perusahaan pengangkutan laut merupakan perusahaan yang sangat 

kompleks dan dinamis. Selain itu perusahaan ini merupakan perusahaan yang 

kegiatannya tidak hanya mengikuti derapnya kecanggihan teknoiogi di dalam 

dunia usaha angkutan tetapi juga peningkatan volume dan kualit:as jasa angkutan 

pada pasaran muatan yang menuntut pelayanan terpadu. 

Dengan kernampuan dan keahliannya perusahaan pengangkutan laut 

dapat mengorganisasi peiaksanaan pengangkutan lewat laut. Dengan demikian 

perusahaan pengangk71tan laut telah memberikan jasa tersendiri dalam pertukaran 

(pen61friman atau penerimaan) barang-barang baik dalam ruang lingl..'7.lp nasional 

maupun internas ionai . 
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Di dalam menyeienggarakan pengangkutan barang meialui iaut ini, terjadi 

karena adanya perjanjian pengangkutan antara pihak pengangkut dengan pihak 

pengirim barang. Dengan demikian perjanjian pengangkutan merupakan suatu 

kesepakatan yang terjadi akibat adanya saru pihak yang mengikat diri dengan 

pihak lain untuk mdaksanakan proses pengangkutan barang. Sehingga para pihak 

yang terikat dalam perjanjian tersebut tentunya dibebani kewajiban, tetapi juga 

mempunyai hak-hak atas pemenuhan kewajibannya. 

Pemerintah sudah berupaya untuk menanggaru pennasalahan 

pengangkutan yang masih sering timbul berkaitan dengan adanya perjanjian 

pengangkutan. Adapun upaya Pemerintah yang dapat kita lihat seperti 

dikeluarkannya Undang-tmdang Nomor 21 T ahun 1992 T entang Pelayaran 

(selanjutnya disebut dengan UU Pelayaran), 

Perlu diketahui bahwa dalam prakteknya, masih senng timbul 

permasalah-permasalahan akibat adanya perjaajian tersebut, seperti halnya 

kerusakan atau kehiiangan barang yang diangk.7.lt saat sampai di tempat tujuan. 

Oleh sebab itu diperlukan upaya penyelesaian yang tidak dapat dipandang sebelah 

mata, agar tidak merugikan pihak satu dengan pihak yang lain. 

Berdasarkan beberapa uraian latar belakang masalah diatas, mak:a issue 

hukurn yang dapat dibahas dalam penulisaI1 skripsi ini, antara laio : 

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian pengakutan barang melalui laut 

oleh PT. Sa1am Pasifik Indonesia Lines. 

2. Bagaimana upaya penye!esaian tanggung jawab pengangkut apabila terjadi 

kerugian pada barang oieil PT. Saiam Pasifik Indonesia Lines. 
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2. PenjeJasan Judul 

Uniuk mencakup semua pennasalahan di dalam satu bentuk penulisan 

yang utuh, maka judul dari skripsi ini adalah Tanggung Jawab Pengangkut 

Pada Petjanjian Pengangkutan Barang M:elalui Laut di PT. Salam Pasifik 

Indonesia Lines. Agar iebih mudah dimengerti isi dari pokok pembahasan 

penulisan skripsi ini, perlu kiranya penulis memberikan penjelasan judul sebagai 

berikut: 

Tanggung Jawab Pengangkut adalah suatu akibat hukum yang terjadi 

dikarenakan adanya suatu perbuatan nyata yang berupa pemindahan barang dan 

atau orang atau jasa dari satu tempat ketempat lain. 2 

Dalam hai ini pengertian Perjanjian adalah suatu perjanjian di mana 

seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji 

untuk melaksanakan sesuatu hal. 3 

Ketentuan pasal 466 Kitab Undang-undang Huk:um Dagang (selanjutnya 

disebut dengari KUHD), menjelaskan bahwa: 

"Pengangkutan dalam arti menumt title ini adalah orang yang baik karena 
penggunaan penyediaa..11 kapal menurut waktu maupun penggunaan, 
Penyediaan kapai menurut perjaianan ataupun karena perjanjian lainnya 
mengikatkan diri untuk melaksanakan pengangkutan barang-barang 
seluruhnya atau sebagian menyeberang laut". 

Sedangkan definisi Perjanjian Pengangkutan menurut Prof Subekti, SH 

adalah sebagai berikut : 

"Suatu perjanjian pengangkutan adalab suatu peI)an3ian dimana satu 

pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang 

2 Sukardono~ Huku,rr TJagang, Rajawa.1 i~ Jakart~ 198 }, cet. TI .. HaL 14 
J , 11 hPl-t1" f-.l-11_!·11m P;;, rj nnjinn _ lntPrrn :;; 9

1 
l :;; l-:;;ri :l , 1QQ(1 ., rP+ _ XII .. 1--1::it . l _ 
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dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak lain akan 

rnenyanggupi membayar ongkosnya".4 

Benda at.au barang dalam pengertian luas adalah segala sesuatu yang 

dapat dihaki oieh orang, sedangkan daiam pengertian sempit adaiah barang yang 

dapat terlihat saja. Benda dapat di bagi-bagi , pembagian benda menurut Undang­

undang ada empat macam :5 

♦ Benda atau barang yang dapat diganti ( contoh : uang) dan benda yang 

tidak dapat d.iganti ( contoh : seekor kuda). 

♦ Benda atau barang yang dapat diperdagangkan (prak.1:is tiap barang 

yang diperdagangkan) dan yang tidak dapat diperdagangkan (contoh: 

jalan-jalan dan lapangan umum ). 

♦ Benda atau barang yang dapat dibagi (contoh : beras) dan yang tidak 

dapat dibagi ( contoh : seekor kuda). 

♦ Benda atau barang yang bergerak (contoh: perabot rumah) dan yang 

tak bergerak ( contoh : tanah). 

Pada penulisan ini penulis tidak menjelaskan tentang penggolongan pembagian­

pembagian benda, pengertian penggolongan pembagian-pembagian benda. 

Penulis hanya menjadikan benda sebagai "obyek" penulisanya saja. 

Sedangkan PT Salam Pasifik Indonesia Lines ini menunjukkan bahwa 

obyek pengamatan penuiisan skripsi ini d.ilakukan di PT. Salam Pasifik Indonesia 

Lines. 

~ Subekti~ Pokok-Pr;kok flukun, l\'rtia1a~ Jakarta~ 1985~ HaL 221. 
5 !bid. Ha!. 6! . 
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Meiihat penjelasan diatas maka maksud dari penulisan skripsi ini adaiah 

untuk: mempeiajari, menyelidiki dan menjelaskan secara nyata tentang keadaa.ii 

sebenarnya dalam praktek perjanj ian pengangk:utan barang, baik mengenai proses 

pelaksanaan perjanj ian pengangkutannya, dan pembahasan apabi ia terjadi 

kerusakan pada barang selama pengangkutan , serta upaya untuk menyeiesaikan 

tanggungjawab pengangkut pada perjanjian pengangkutan barang. 

Jadi dengan demik:ian jelasiah kalau penuiisan skripsi ini akan 

rnenunjukkan keadaan yang sebenamya tentang tanggung ja\\rab pengangkut pada 

perjanjian pengangkutan barang meiaiui iaut di PT. Saiam Pasifik Indonesia 

Lines. 

3. Alasan Pemilihan .Judul 

Ada dua aiasan yang mendasari saya untuk: memilih judul dalam 

penulisan skripsi ini, yaitu : 

a. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, serta kedudukan 

Indonesia sebagai negara kepulauan dan letakkan sangat strategis maka 

pengangkutan barang melalui laut jauh Iebih menguntungkan 

dibandingkan dengan pengangkutan melalui darat I udara. Hal ini 

dikarenakan biaya pengangkutan barang melalui laut jauh lebih murah 

dibandingkan dengan pengangk.L1tan melalui darat / udara. Dengan 

demik:ian diperiukan jasa dari pihak swasta untuk mengangk'"1.lt atau 

mengirimkan barang melalui Iaut. 

b. PT. Saiam Pasifik Indonesia Lines merupakan saiah satu perusahaan 

pelayaran terbesar di Indonesia dan sudah banyak dikena1 o!eh 
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masyarakat dan berlokasi di Surabava_ sehin£Q:a memudahkan sava .,, ~ ......,.,.._,,. .., 

dalam melak--ukan pengamatan, penelitian dalam penu1isan ini 

4. Tujuan Penulisan 

Penuiisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang wajib 

dipenuhi oleh setiap mahasiswa dalarn rnelengkapi tugas-tugas akademik dan juga 

persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga Surabaya. 

Selain itu tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang 

melalui laut pada PT. Salam Pasifik Indonesia Lines 

b. Sebagai bahan pertimbangan dan pedoman dalam sengketa wanprestasi 

yang timbul dari perjanjian pengangJn1tan barang melalui Iaut. 

c. Untuk memberikan infonnasi dan sumbang pemikiran bagi masyarakat pada 

umumnya dan bagi mahasiswa pada khususnya dalam menambah wawasan 

mengena1 sengketa wanprestasi peIJan.1ian pengangk:utan barang melalui 

laut. 

5 . . Metode Penulisan 

Sesuai dengan judul yang penulis sajikan dalam materi yang akan 

dibahas, maka penulis menggunakan beberapa metode akan lebih mudah dalam 

memperoleh data yang diperlukan, antara Iain yaitu : 

a. Pendekatan masaiah 

Untuk memperoleh hasii yang maksimal daiarn penulisan skripsi ini maka 

penuiis menggunakan pendekatan masalah dengan cara Statute Appn.Juch yaitu 
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suatu pendekatan pennasaiahan berdasarkan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaln.1 dan Conceptuai Approach yaitu suatu 

pendekatan masalah berdasarkan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan 

permasalahan, selain itu juga berdasarkan pada data yang diperoleh selama 

penelitian di PT. Salam Pasifik Indonesia Lines guna mendukung data 

kepustakaan. 

b. Sumber bahan bukum 

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penul isan skripsi 

ini dapat dibagi menjadi dua, antara lain : 

1. Bahan Hukum Primer 

Merupakan bahan· huk.7lIII yang memiliki sifat mengikat dan 

menitikberatkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

beriaku antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Kitab 

Undang-undang Hukum Dagang, UU Pelayaran, Peraturan Pemerintah, 

Keputusan Menteri serta didukung dengan perjanjian tertulis yang 

berkaitan dengan pembahasan pennasalahan dalam penulisan skripsi ini. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Merupakan bahan hukum yang akan menjelaskan maksud dari bahan 

huk7lIII primer, yang berasal dari buk.71-buku Iiteratur, hasil karya ilmiah 

para sarjana, makalah, catatan perkuliahan dan hasil wawancara yang 

diiakukan dengan pihak yang bersangkutan. 

c. Cara l\1IemperoJeh Bahan Hukum 

Cara memoero!eh bahan hu.kum dilakukan denQan cara sebaQai berikut : . ~ ~ 
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- Mengidentifikasikan peraturan perundang-undangan dan perjanjian tertulis 

dan melakukan studi kepustakaan seperti membaca buku-buku iiteratur, 

hasil karya ilmiah para sarjana, makalah dan catatan perkuliahan yang 

berkaitan dengan materi pembahasan . 

.Meiakukan v,1awancara dengan pimpinan dan karyawan yang bersangkutan 

(PT. Salam Pasifik Indonesia Lines). 

Pengumpulan bahan hukum yang telah diperoleh secara sisternatis, untuk 

langkah selanjutnya dilakukan klasifikasi berdasarkan kategori-kategori tertentu 

dan disusun kembah sesuai dengan obyek yang ditehti. 

d. Analisa Bahan Hokum 

Bahan huk.--um yang diperoleh baik bahan huk.--um primer dan sekunder 

tersebut kemudian dianalisa kualitatif dan diproses secara manual kemudian 

logika yang digunakan adalah Logika Deduktif, yaitu suatu penalaran atau cara 

berfikir yang bertolak dari hal-hal yang umum kemudian ditarik hal-hal yang 

bersifat khusus, serta dibahas secara diskriptif analitis. 

6. Pertanggungjawaban Sistematika 

Untuk mempernmdah dalam memperoleh suatu pengertian secara jelas 

dan menyeiuruh dari apa yang dirnaksud dan tujuan peneiitian serta penulisan 

skripsi ini maka skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berilrnt. 

Pada Bab I, berisikan tentang Pendahuluan yang rnenguraikan latar 

belakang dan rumusan masalah yang akan dijelaskan dan dibahas dalam bab-bab 

selanjutnya, dalam bab ini juga diuraikan mengenai penjelasan judul agar mudah 

dimengerti dan d ipahami juga terdapai. alasan pemilihan judul, tujuan penulisan 
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serta metode penuiisan yang didalamnya berisi pendekatan masalah, sumber 

bahan hukum, cara memperoleh bahan hulum serta analisa bahan hukum. Bab ini 

ditutup dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika. 

Pada bab TI, penulis membicarakan tentang Perjanjian Pengangkutan 

Barang Melalui Laut di PT. Salam Pasifik Indonesia Lines, yang diawaii dengan 

penjelasan tentang pembentuk:an perjanjian pengangkutan barang melalui Iaut, 

kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dengan dok7.llilen peIJanJian 

pengangkutan barang melalui laut. Bab ini diakhiri dengan penjelasan hak dan 

kewajiban dari para pihak. 

Selanjutnya pada Bab III, penulis akan membicarakan tentang Upaya 

Penyelesaian Tang1:,>ung Jawab Pengangkut Apabila Terjadi Kerugian Pada PT. 

Salam Pasifik Indonesia Lines. Bab ini akan diawali dengan penjelasan tentang 

pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang melalui laut PT. Salam Pasifik 

Indonesia Lines, kemudian dilanjutkan den~an penjelasan tentang terjadinya 

wanprestasi dalam pengangkutan barang melalui laut. Bab ini diakhiri dengan 

penjelasan tentang upaya penyelesaian sen!:,iketa wanprestasi dalam pelJanJian 

pengangkutan barang melalui laut PT. Salam Pasifik Indonesia Lines. 

Akhimya pada Bab N ini, merupakan bab penutup yang merupakan 

kesimpulan pada bab - bab yang terdahulu yang telah diuraikan dan dikemukakan, 

kemudian timbul saran-saran yang seharusnya dipergunakan oleh PT. Salam 

Pasifik Indonesia Lines da1am melaksanakan perjanjian pengangkutan barang. 
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PERJAN.flAN PENGANGKUTAN BAR4NG 

lVIELAL UI LA UT 

1. Perjanjiaan Pengangkutan Barang Melalui Laut 

Perikatan merupakan suatu hubungan hukum mengenai kekayan harta 

benda antara dua orang dimana salah satu orang tersebut akan memberikan hak 

untuk menuntut barang sesuatu dari orang yang menerima haknya tersebut. 

Se<langkan orang yang menerima ini diwajibkan untuk memenuhi tuntutan itu. 

Suatu perikatan memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan 

suatu perjanjian, dalam penjeiasan ini penulis akan berbicara mengenai suatu 

perjanjian. Dimana dalam perjanjian ini para pihak harus melakukan dan 

menjalankan semua yang telah disepakati oleh para pihak itu. 

Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas­

formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian pemyataan 

kehendak dari dua atau lebih orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum 

dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan clan 

atas beban masing-masing pihak secara timbal balik 

Berdasarkan uraian diatas dapat diperjelas lagi bahwa pefJanJian 

merupakan perbuatan hukum, yang mana didalam perjanjian itu sendiri terdapat 

perbuatan-perbuatan dimana untuk terjadinya atau lenyapnya hukum atau 

hubungan hukwn adalah sebagai akibat yang dikehendaki oleh perbuatan orang 

atau orang-orang Iain 
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Dalam persesuaian kehendak, kedua beiah pihak bertujuan untuk 

mengantisipasi terjadinya akibat hukum tertentu yang sesuai dengan peraturan 

hukum yang berlaku. Para pihak harus saling mengetahui kehendak dari masing­

masi ng pihak karena kalau saja ada salah satu pihak tidak mengetahui dari 

kehendak pihak lain maka perjanjian yang akan mereka buat tidak dapat terjadi. 

Tidak: semua orang dapat dikatakan cakap dalam membuat suatu 

perjanjian, orang yang dikategorikan belum cak:ap tidak dapat membuat suatu 

perjanjian. Yang tergolong orang belum cakap dalam membuat suatu perjanjian 

adalah orang yang belum dewasa dan orang-orang yang masih daiam 

pengarnpuan. 

Dalam pembuataii perjanjian, perjanjian dapat dibuat melalui dua bentuk 

yaitu: 

1. Perjanjian yang dibentuk dengan cara tertuiis 

2. Perj~jian yang dibentuk dengan cara lisan 

Adapun kelemahan dan kelebihan dari dua bentuk perjanjian diatas. Dalam 

perjanjian yang dibuat dengan cara tertulis dapat dengan mudah dijadikan sebagai 

alat bukti apabila sampai terjadi persengketaan. 

Lain halnya dengan perjanjian yang dibuat dengan cara lisan, perjanjian 

1m akan sangat sulit dijadikan sebagai aiat buk--ti apabiia sampai terjadi 

persengketaan maka bila terjadi persengketaan dalarn perjanjian Iisan ini para 

pihak harus dapat menunjukan saksi-saksi dan juga iktikad baik para pihak sangat 

diharapkan dalam perjanjian itu. Selain itu kedua bentuk perj~jian ini memiliki 

kekuatan yang sama da!arn pengertian kesarnaan kedudukan un.tuk dapat 

dilaksanakan oleh para pihak. 
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Agar perjanjian dapat dinyatakan sah atau dapat dipertangf,111ng jawabl:..an 

apabila te1jadi suatu sengketa, dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata (KUBA.PER) rnenjelaskan tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, 

penjelasan pasai i 320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KlTHAPER) adalah 

untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya~ 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
3. Suatu hal tertentu.; 
4. S-uatu sebab yang halai. 

Untuk dapat mempermudah seorang dalam memindahkan barang­

barangnya, baik barang perdaganga barang produksi ke suatu tempat atau daerah 

tetentu maka diperlukan suatu pengangk:utan. Peran dari pengangk:utan itu sangat 

dalam hal pemindahan barang dari suatu tempat atau daerah ke tempat atau daerah 

tertentu. Adapun definisi pengangkutan dari para sarjana yang menguatkan 

penjelasan tersebut. 

Definisi pengangkuta.n oleh para sarjana, adalah: 

a). Prof Soekardono, S.H. 

Pengangkutan pada dasarnya berisikan pemindahan tempat, baik 

mengena1 benda-benda (barang) rnaupun orang-orang (penumpang) 

karena pemindahan 1m mutlak untuk mencapai dan meninggikan 

manfaat serta efisiensi. 6 

b ). Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. 

6 Sukardono. Op. c;t Ha1. 19 
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Pengangkutan adaiah proses kegiatan memuat barang atau 

penumpang, membawa barang atau penumpai7.g dari tempat pemuai ke 

tempat tujuan dan rnenurunkan barang atau penurnpang dari alat 

pengangkut ke tern pat yang telah ditentukan. 7 

Dengan demikian pokok dari pengangkut adaiah perpindahan tempat, baik 

mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang dimana kata perpindahan 

itu rnutlak diperlukan untuk mencapai dan rneningkatkan manfaat serta efisiensi. 

Beberapa aspek pengangkutan menurut Prof Abdulkadir Muh:J.mmad, SH 

yang dapat diketahui dari definisi pengangkutan adalah: 

1. Pelaku, yaitu orang yang melakukan pengangkutan. Pelaku ini ada yang 

berupa badan usaha, seperti perusahaan pengangkutan dan ada pula yang 

berupa manusia pnbadi, seperti buruh pengangkutan adalah di pelabuhan 

2. Alat pengangk:ut, yaitu alat yang digunakan untuk menyelenggarakan 

pengangk"l.ltan. Alat ini digunakan secara mekanik dan memenuhi syarat 

undang-undang, seperti keiidaraan bermotor, kapal laut, kapal udara, 

derek( crane). 

3. Barang/penumpang, yaitu muatan yang diangkut. Barang muatan yang 

diangkut adalah barang perdagangan yang sah menurut undang-undang. 

Dalam pengertian barang juga temmsuk hewan. 

4. Perbuatan, yaitu kegiatan menganglrnt barang a tau penumpang sejak 

pemuatan sampai dengan penurunan di tempat tujuan yang ditentukan. 

7 Abddkadir Muhammad, Hukum P,~11ga11gk111a11 Dural. Lam dm1 Udara. Citrn Ad:tya 
Ba..kti. Bandung. 1994, Hal 19. 
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5. Fungsi pengangkutan, yai tu meningkatkan kegunaan dan ni1ai-nilai barang 

atau penumpang (tenaga kerja). 

6. Tujuan pengangkutan, yaitu sampai atau tiba di tempat tujuan yang 

ditentukan dengan se iamat, biaya pengangkutan lunas. 

Agar suatu kegiatan pengangkutan dapat berjalan dengan baik, maka 

ruperlukan suatu sarana yang rnengaturnya, yaitu hukum pengangkutan. Arti 

huk.7.ll11 pengangk7.1tan dipandang dari sudut keperdataan adaiah keseluruhan 

peraturan-peraturan, rudalam dan diluar kod.ifikasi yang bedasarkan atas dan 

bertujuan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum yang terbit karena 

keperiuan pemindahan barang-barang dan/atau orang-orang dari satu tempat ke 

tempat lain untuk memenuhi perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian­

perjanj ian untuk memberikan perantara mendapatkan pengangkutan. Jadi hukum 

pengangk.utan adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur mengenai 

pengangkutan. 

Pada penuiisan ini penulis menitik beratkan pengangk7.rtan pada 

pengangkutan barang melaui laut. Jad.i jasa angk'lltan yang sangat berperan dalam 

pengangkutan barang meiaiui laut adaiah jasa angkutan laut atau biasa disebut 

dengan perusahan pelayaran. 

Peiayaran sebagai saiah satu transportasi yang diselenggarakan dengan 

tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan atau barang melalui perairan 

dengan mengutamakan dan meiindungi peiayaran nasionai, daiam rangka 

menunjang, menggerakan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan 

nasional, memantapkan penvujudan wawasan nusantara serta memperl,okoh 

ketahanan nasional. Hai ini dipenegas lagi daiam : 
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Undamr-undanir No. 21 tahun 1992 tentang nelavara:11� disebutkan 
- -

- , .,,, ,. 

i7 

"Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan 
diperairan, kepelabuhan serta keamanan dan keselarnatanya."' 

Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1988 tentang Penyelenggaran dan 

pengusahaan Angkutan laut, pada bab I pasal 1 huruf a menyatakan bahwa : 

''Angkutan laut adalah setiap kegiatan pelayaran dengan menggunakan 
kapal laut untuk mengangkut penumpang, barang dan hewan untuk satu 
perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan lain a.tau antara beberapa 
pelabuhan''. 

Pengangk.7.ltan melalui laut ini dapat terjadi apabila telah ada kesepakatan 

antara para pihak, yaitu pihak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaran 

pengangk.utan laut seperti pengusaha pelayaran dengan awak kapal yang tertuang 

dalam perjanjian kerja laut maupun kesediaan pengangkut untuk mengangkut 

barang dan orang atau penumpang menggunakan kapal dengan pengirim barang 

atau pengguna jasa angkutan Iaut untuk. membayar biaya atas pelayanan tersebut 

yang tertuang dalam perjanjian pengangkutan. Sehingga dapat dilihat denganjelas 

bahwa proses penyelenggaraan perjanjian kerja laut maupun perjanjian 

pengangk.7.ltan mulai berlaku sejak ditentukan dalam perjanjian tersebut atau sejak 

disetujuinya perjanjian tersebut. 

Dalam perjanjian pengangkutan terdapat asas-asas yang mendasarinya. 

Asas-asas tersebut antara lain
11

: 

1. Asas Konsensual

Untuk mengadakan suatau perjanjian pengangkutan tidak diisaratkan

harus tertulis melainkan cukup dengan persetujuan kehendak secara

8 
Tbid. Hal. 23. 
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iisan (konsensus) antara para pihak Dokurnen-dokumen daiam 

pe~janjian pengangk"llt tidak bersifat mutlak dan tidak membataikan 

perjanjian pengangkutan yang telah ada karena dokumen tersebut 

bukan merupakan unsur perjanjian pengangkutan melainkan 

hanyalah salah satu bukti tentang adanya perjanjian pengangkutan 

atau persetujuan antara pihak-pihak yang ada. 

2. Asas Koordinasi 

Asas ini menyatakan kedudukan para pihak yang seJaJar dalam 

per3a11J1an pengangkutan, sehingga asas subordinasi antara buruh 

dan majikan tidak berlaku, terbukti dengan keadaan yang ada bahwa 

pihak pengangkut bukan buruh dari pihak pengirim atau 

penumpang. 

3. Asas Campuran 

Penganglrntan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian, yaitu 

pemberi kuasa. penyimpanaan barang. dan melakukan pekerjaan 

dari pengirim kepada pengangkut. Ketentuan ketiga jenis perjanjian 

ini berlaku pada peng-angkutan, kecuali jika ditentukan lain dalam 

perjanjian pengangkutan. 

4. Asas Tidak Ada Hak Retensi 

Pengangkutan tidak rnenggunakan hak retensi. Penggunaan hak 

retensi bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan. 

Penganglrntan hanya mempunyai kewajiban barang atas biaya 

pemiliknya. 
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2. Dokumen Perjanjian Pengangkutan Harang Melalui Laut 

Dalam perjanjian pengangk..-ut barang melalui Iaut diperlukan dokumen­

dokumen yang mana kegunaan dari dokumen tersebut adalah sebagai salah satu 

bukti tentang adanya perjanjian pengangkutan atau persetujuan antara pihak-pihak 

yang ada . 

Dok.7.llll.en tersebut tidak memiliki sifat yang mutlak sehingga tidak dapat 

membatalkan perjanjian pengangk.'1.ltan yang telah dibuat karena dokumen tersebut 

bukan merupakan salah satu unsur yang dapat membatalkan atau memutuskan 

perjanjian pengangkutan tersebut. 

a. Dokumen Perjanjian Pengangkutan secara umum 

Dalam pengiriman barang yang seperti ini, maka pengmm akan 

menenma: 

a. Resi Mualim (MIR) dan surat muat 

b. Formu!ir Bill Of Lading (BIL) atau konosemen yang diserahkan kepada 

pengirim adaiah yang asli. 

Dalarn formu!ir Bill Of Lading (BIL) tersebut disebutkan secara Iengkap 

tentang: 

a. Nama pengirim dan penerima barang 

b. Jenis, jumlah, merek atau tanda-tanda dan nomor koli 

c. Tsi koli 

d. Harga atau nilai barang 

e. Berat dan ukuran koli 

f Nama Kapal yang akan mengangkutnya 

g. Perlabuhan tujuan 
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3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak 

Pembentuk:an peIJan_pan pengangkutan daiam suatu peIJan:11an 

pengangkutan antara pihak pengirim dengan pihak pengangkut terjadi sejak 

adanya kata sepakat atau konsensus antara kedua belah pihak, dengan adanya 

pembentukan perjanjian pengangkutan tersebut maka dengan sendirinya akan 

timbul hak: dan kewajiban pada masing- masing pihak: secara timbal balik. 

a. Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Yang Dianu- Dalam Undang-undang 

Karena perjanjian merupakan persetujuan antara kedua belah pihak, maka 

perjanjian pengangkutan menimbuikan hak dan kewajiban bagi masing-masing 

pihak. Adapun hak dan kewajiban dari pihak pengangk--ut adalah sebagai berikut: 

Hak dari pihak pengangkut adalah menerima keuntungan melalui biaya 

Jasa angkutan dari pihak pengirim/eksportir, sedangkan kewajihan dari pihak 

pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang daniatau orang dari 

suatu tempat ke tempat tujuan tertuntu dengan tepat waktu dan selamat. 

Sedangkan Hak dan Kewajiban dari pihak pengirim/eksportir adalah: 

Hak dari pihak pengirim,ehportir adalah menerima barang kiriman 

dengan keadaan baik, selamat, dan tepat pada waktunya, sedangkan kewajiban 

dari pihak pengirim/eksportir adalah membayar biaya jasa angk--utan sebagai 

kontra prestasi dari penyelenggaraan pengangkutan yang dilakukan oleh pihak 

pengangkut yangjumiahnya telah ditentukan oleh pihak pengangkut. 

b. Pelaksanaan Bak Dan Kewajiban Di PT Salam Pasifik Indonesia Lines 

Mengenai pengangkutan ini pihak pengangkut dan pengirim/eksportir 

memegang peranan yang sangat penting. Maka dari itu pihak-pihak tersebut telah 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI TANGGUNG JAWAB... NUGROHO PRINGGO... 



memihki hak dan kewajiban didaiam perjanjian pengangkutan dan masing-masing 

dari para pihak: hams menyepakatinya. 

Lebih terperinci hak dan kewajiban dalam perjanjian pengangkutan 

sebagai berikut: 

a. Pengangkut wajib menJamm keselamatan barnng dari saat diterimanya 

hingga saat diserahk:annya. 

b. Pengangk7rt juga harus mengganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan 

karena barang dikirim tidak selurubnya dapat diserah.kan, atau karena 

terjadi kerusakan. 

c. Pengangkut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang 

dipekerjakannya dan atas alat-alat dalam menyelenggarakan pengangkutan 

itu. 

d. Pengangkut wajib menyerahkan barang dalam keadaan baik dan harus 

tepat waktu. 

e. Pihak pengmm atau penenma barang wajib membayar upah 

pengangkutan. Dua-duanya atau salah seorang dari mereka ini harus 

membayar tergantung dari isi perjanjian. 

f Memeriksa barang sebelum diserahkan kepada s1 penerima barang. 

Pemeriksaan dilakukan oleh orang ahli. 

g. Terkadang ada kalanya pihak penerima terlambat daiam menggambil 

barang atau tidak mau memberikan jaminan untuk pembayaran pengkutan. 

Dalam hal ini sesuai dengan KUHD pasal 495, barangnya dapat disimpan 

did.al am gudang-gudang di pelabuhan atas biaya yang bertanggung jawab. 

Ka!au barang-barangnya tidak dapat bertahan lama, maka pihak 
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pengangk.'l.rt atau penyimpan barang dapat meminta 1zrn dari hakim 

pengadilan negeri kota tersebut untuk menjual barang-barang itu dan 

mernperhitungkan biaya pengangkutan dari hasil penjualan barang 

tersebut. Seperti yang telah dijelaskan didalam KlJHD pasal 496. 

c. Tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan barnng melaiui Jaut 

Pertan&:,oUng jawaban pihak pengangkut untuk mengganti kerugian telah 

diatur didalam pasal 468 ayat 2 KUHD, yaitu: 

Si pengangk'llt diwajibkan untuk mengganti segala kerugian yang 
disebabkan karena barang tersebut atau karena terjadi kerusakan pada 
barang itu, kecuali apabila dapat dibuktikannya bahwa tidak 
diserahkannya barang atau kerusakannya tadi, disebabkan oleh suatu 
malapetaka yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarkanya, atau 
cacat dar.ipada barang tersebut, atau oleh kesalahan dari si yang 
mengirimk:annya. · 

Apabila terjadi kerusakan barang, maka pihak pengangkut harus 

mengganti kerugian tersebut, kecuali pihak pengangkut dap-at membuktikan 

bahwa kerusakan tersebut disebabkan perstiwa yang selayaknya tidak: dapat 

dicegah. Pihak pengangk.7.rt juga harus bertanggung jawab sejak barang dibawa 

atau dimuat sampai barang dibongkar dan diserabkan di dekat kapal. 

Mengenai pertang__QUng jawaban pengangkut juga dapat ditemukan daiam 

Undang-undang nomor 21 tahun 1992 yaitu dalam pasal 86 ayat 1-4 yang 

berbunyi : 

1. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab atas akibat yang 

ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya berupa : 

a. kematian atau Iuka penumpang yang diangkutnya 

b. Musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangi-.7.lt 
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c. Keterlambatan angkutan penumpang dan atau barang yang 

diangkut 

d. Kerugian pihak ketiga 

2. Jika perusahan angkutan dapat membuktikan bahwa kerugian 

sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf b,c dan d bukan 

disebabkan oleh kesalahannya, maka dapat dibebaskan sebagian atau 

seluruhnya dari tanggung jawabnya. 

3. Perusahaan angkutan wajib mengasuransikan tanggung jwabnya 

sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) 

4. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (2) dan (3) 

daitur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 
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BABIIl 

'IA. 1GGlJNGJA\\ ·AH PE1 .GA1'\fGKUT APA.BILA TERJADI KERUGIAN 

PADA PT. SALAM PASW-lli Ii,vuNt :SlA L.lNt:S 

1. Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang di PT. Salam Pasifik 

Indonesia Lines Surabaya 

Sebagai penyelenggara jasa angkutan melalui laut, mak:a pengangkut akan 

menerima barang-barang muatan untuk dikirim atau diangkut dari suatu tern pat ke 

tempat tujuan lain. 

Agar dapat menyerahkan atau mengirim barang secara tepat waktu maka 

pelaksanaannya di lapangan harus saling terkoordinasi antara petugas satu dengan 

petugas Iainnya. 

Adapun pengiriman barang dengan menggunakan angkutan laut yaitu: 

a. Pengiriman. barang tanpa melalui gudang 

Pada pengiriman barang tanpa meJalui gudang ini, pihak pengirim barang 

akan menerima dokumen-dokumen yang berisikan resi mualim (MIR) dan Bill of 

Lading (BIL) yang kemudian dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada agen 

perusahaan pelayaran bagian muatan keluar. Kemudian formulir Bill of Lading 

(BIL) ditahan untuk menyelesaikan secara intern dokumen-dokumen serta 

perhitungan uang tambang. Setelah itu Resi Mualim (Mir) dan surat muatan 

dikembalikan setelah dibubuhi catatan-catatan. 9 Ada pun catatan tersebut berbunyi 

sebagai berik.'llt: 

9 Wawancara, Jumiah, Bagian Perlengkapan Dokumen PT. Salah Pasifik Indonesia Lines. 
24 Mei 2006. 

24 
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"Diserahkan Di samping Kapal .. . Tangga1 .. . ·· 

Agen Bagian Muatan Keluar/Masuk 

Shipping Permit 

25 

Jika kapal sudah tiba pada tanggal pemuatan, maka pengirim mengirimkan 

barang muatannya sampai ke sisi kapai atau di dennaga dimana kapal yang 

bersangkutan bersandar. 

Bila semua telah selesai, petugas menandatangani dokumen tersebut dan 

barang-barang muatan dapat diangkut terns sampa.i di atas kapal untuk dimuat. 

Tapi jika menurut Petugas temyata dokumen tersebut beium selesai, maka 

dibubuhi catatan pada semua tembusan-tembusan dari dok7.llllen-dokumen yaitu 

"tahan di dermaga", yang dimaksudkan untulc menghindarkan hilangnya atau 

berkurangnya barang-barang yang ada di kapal tersebut sebelum persoalan atau 

masalah diselesaikan, baru setelah ada persesuaian, barang muatan dapat diijinkan 

di muat ke dalam kapal. Hi 

Pada w-ak.iu pemuatan barang niaga di atas kapal, dibuat Perhitungan 

Jurnlah Muatan (tally ) untuk mencocokan jumlah muatan. Pada tally tersebut 

diGatat apabiia ada kekurangan jumlah barang atau jika ada kerusakan barang. 

Catatan yang ada pada tally ini dipindahkan pada surat muat dan Resi Mualim 

(M'R) yang nantinya dipindahkan ke formulir Bill ofLading (BIL). 

Didalam praktek, BIL mengandung catatan-catatan seperti yang terdapat 

daiam Resi Mualin kepada perusahaan pelayaran nasional yang bersangkutan 

10 Wawancarn, Jurrijah. Bagian Per!engka.pan Dokumen PT. Salah Pasifik Indonesia 
Lines, 24 :Mei 2006 
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demmn oersvaratan nen0.rim menandatamrnni surat iaminan f letter of idemnifl: \ 
...., I •· l - - .J • ~• _, / 

yang akan mengakibatkan perusabaan pelayaran lepas dari tanggung jawab. ;; 

Dalam prakte!: jarang perusahaan yang mau menerima surat jaminan 

walaupun tanggung jawab atas adanya kerusakan atau kekurangan ada pada 

pengmm sebab surat j aminan (letter of idemnity) mempunyai dampak 

berkurangnya hak-hak dari pihak pengirirn. 11 

Keterangan mengenai barang-barang yang tersebut daiam fonnulir Bill of 

Lading (BIL) harus diberitahukan dengan sesungguhnya oleh pengirim, karena 

kerugian yang timbu1 dari kesalahan keterangan yang diberikan menjadi tanggung 

j awab pengirim yaitu jika barang-barang yang dikirimnya menyebabkan 

kerusakan pada barang lain yang bukan milik pen1:,mm tersebut. Dalam hal ini 

maka pengangkut berhak untuk rnenuntut gantu rugi kepada pengirirn. 

Dalam penyelenggaraan pengangkutan barang, pengangkutr berhak untuk 

menagih biaya-biaya angk,itan menurut ukuran, berat atau harga barang tersebut, 

menimbang kembali koli dan memperhitungkan biaya-biaya pengangk.7.ltan sesuai 

dengan pada ,vaktu barang tersebut diserahkan kepada si penerima barang. 13 

b. Pengiriman barang melalui gudang 

Sebelum barang muatan diterima pengangkut, j ika dikirimk:an melalui 

gudang, maka pengirim akan menerirna: 

♦ Resi Gudang 

♦ Formulir Rill of l,ading (Bil) 

11 wawancara, Ecii , Hagian Lapangan PT. Salam Pasifik Indonesia Lines, 24 Mei 2006 
12 wawancara_ Sukiran l( epala lJepo PT. Salam Pasitik Indonesia i..,ines, 24 Mei 2006 
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Dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada agen perusahaan 

pelayaran bagian muatan keluar. Kemudian formulir Bill of Lading (BIL) ditahan. 

Sedangkan Resi Gudang kemudian dikembalikan kepada pen1:,>irim barang 

tersebut. Catatan yang terdapat dalam Resi Gudang tersebut berbunyi sebagai 

berikut: 

"setuju ditimbun di gudang ... . Selambat-lambatnya .... " 

Agen B~>ian Muatan keluar/Masuk 

Shipping Permit 

J ika barang-barang dari pengirim tel ah diterima pengangkut, kemudian 

barang tersebut ditempatkan di gudang perusahaan swasta yang ditunjuk oleh 

perusahaan pelayaran yang bersangk-utan atau yang ditimbun di gudang laut. 

Barang-barang tersebut disusun berdasark:an jenis dan sifatnya. 

Selama barang-barang disimpan didalam gudang dikenakan biaya sewa 

gudang, biaya sewa gudang tergantung dari banyaknya barang yang ditimbunnya, 

lamanya hari penyimpanan dan menurut ukuran beratnya. Apabila barang-barang 

yang ditimbun dalam gudang memakan ruangan yang lebih banyak maka biaya 

sewa juga lebih mahal. Jika muatan seluruhnya telah masuk ke gudang laut, 

kemudian kepala gudang menangani Resi Gudang sebanyak tiga rangkap. Atas 

permintaan pengirim barang dan pertimbangan kepala gudang, barang-barang 

tersebut dapat ditimbang dan diukur oleh juru uk'll.f. Helai pertama ( asli) dari Resi 

Gudang tersebut diberikan kepada pengirim sebagai tanda bul'ti penerimaan 

barang. Helai kedua diberikan kepada pelayaran dan helai ketiga untuk arsip. 

13 wawar1<:.ara, S!J.l(irnn, !<epaia Depo PT Sai::im Pasilik.. lr1donesia Lines, 24 Mei 2006 
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Apabila Resi Gudang yang diterima pengirim dari kepala gudang sudah 

ditukarkan dengan Bill of Lading (BIL) berarti pengirim sudah Iepas dari 

tanggung ja\:vab terhadap barang-barang yangdiserahkan ke gudang. 

Jika telah tiba waktunya barang akan dikapalkan, maka pengangkut 

rnenunjuk Perusahaan Bongkar Muat (PBM) untuk memuat barang-barang ke 

kapal , kemudian dengan menggunakan daftar muat petugas PBM meminta 

ruangan kepada mualim (petugas kapal) denganmaksud untuk mendapatkan 

petunjuk di kapal mana muatan itu tercar.tum dalam daftar muat dan bagaimana 

penyusunannya di paik.a kapal. Selanjutnya mualin memberi instruksi kepada juru 

muatan kapal dan mencocokkan merek-merek, nomor-nomor, jenis isi muatan dan 

pelabuhan tujuan yang bersangkutan. Juru muatan kapal dalam memeriksa dan 

menghitung barang yang dikapalkan itu dengan menggunakan daftar hitungan 

rnuatan kapal dan harus ditanda tangani oleh juru muat kapal atau petugas lain 

yang diberi kepercayaan oleh seorang mualim. 

Dalam melaksanakan kegiatannya, PT. Salam Pasifik Indonesia Lines juga 

menghadapai berbagai hambatan yang dapat menghambat kegiatannya sebagai 

peiaksana pengangkutan barang-barang eksport dan import meiaiui pelabuhan 

Tanjung Perak Surabaya. Berbagai hambatan tersebut diantaranya adalah adanya 

pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas tertentu secara tidak sah dan 

bertentangan dengan peraturan yang berlaku. 

Pungutan liar tersebut sering dijumpai di terminal pelabuhan, gudang 

penyunpanan barang, tempa1 penerimaan barang, sehingga dengan sernakin 

banyak prosedur yang ditempuh maka senng pula terjadipungutan liar tersebut. 
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Meskipun pungutan iiar tersebut reiatif sedikit dibandingkan dengan harga barang 

yang diangkut dan mungkin kerugiannya tidak begitu dirasakan oleh pengirim 

atau penerima, namun apabila berlangsung secara terus menerus maka akan sangat 

merugikan bagi kegiatan pengangkutan barang pada umumnya. 

Hambatan lain yang dihadapi PT Salam Pasifik Indonesia Lines adalah 

adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh eksportir yaitu dengan 

memalsukan berat barang yang diangkut. Hal ini dirasakan sangat rnemberatkan 

tugas pengangkut dalam melakukan tugasnya dalam memberikari pelayanan 

pengangkutan kepada eksportir dengan baik. 14 

Dalam kegiatan pengiriman atau pengangkutan barang, biaya angkutannya 

bergantung pada negara atau daerah tujuan barang untuk dikirimkan serta berat 

kiriman. 

2. Terjadinya Kerugian Atas Barang Selarna Pengangkutan oleh PT. Salam 

Pasifik Indonesia Lines Surabaya. 

Baik kapal maupun muatan di Iautan dapat mengalami bermacam-macam 

malapetaka. Betapa hebatnya kekuasaan Tuhan, kapal yang bagaimanapun besar 

dan kokohnya manakala di ten~ah-tengah samudera raya kapal itu bagaikan 

sehelai daun dalarn permukaan air sungai yang mengaiir, dan dengan mudahnya 

diombang-ambingkan oleh ombak di Iautan. Maka dari itu tidak memrtup 

kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbuikan wanprestasi di 

dalam perjanjian pengangkutan. 

, .. wawancara, AJbert. bagian Administrasi PT. Salam pasifik L11donesia Liner. 25 Mei 
2006. 
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Dilihat dari pihak-pihak yang akan menggunakan jasa angkutan, perjanjian 

pengangkutan barang melalui laut ini termasuk daiam perjanjian untuk m lakukan 

pekerjaan yang tergolong dalarn perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu. 

Sepe11i yang dijelaskan bahwa perjanjian pengangkutan barang melalui 

iaut ini dinamakan perjanjian timbai-balik yang artinya hak dan kewajiban ada 

pada kedua belah pihak, maksudnya perjanjian yang masing-masing pihak 

mempunyai hak dan kewajiban yang harus di1ak.7.lkannya. Apabi1a pihak 

pengangln1t dan pihak pengirirn tidak melak'llkan apa yang telah diperjanjikan 

maka dik:atakan wanprestasi . 

Suatu perjanjian merupakan perbuatan kedua belah pihak , dimana tiap­

tiap pihak yang berjanji ·untuk memenuhi prestasi kepada pihak lainnya yang 

harus memperoleh pula pemenuhan prestasi yang telah dijanjikan oleh pihak 

Iainnya itu. Prestasi harus benvujud dan mempunyai nilai, jika tidak demikian 

maka tidak ada perjanjian. 15 

Dalam perjanjian tersebut mungkin ada saja kesalahan dan penyimpangan 

dan surat perjanjian tersebut yang dinamakan wanprestasi. Suatu perjanjian 

merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang iain untuk 

melaksanakan sesuatu hal, dalam pelaksanaan itu sendiri harus ada prestasi yang 

diperjanjikan sebelumnya. Dalam melakukan prestasi para pihak tidak boleh lalai 

atau ingkar janji, seseorang dapat dikatakan lalai apabila dalam perjanjian yang 

bertujuan untuk melakukan suatu perbuatan, orang tersebut meiakukan perbuatan 

yang melanggar maka orang itu melanggar perjanjian. DaJam melakukan suatu 

is Abdu!kad.ir Muhammad. H11kum Pe1ja11jian. Ah2m.'li. bandung.. 1990. Hal. 94 . 
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perjanjian maka debitur (pihak pengangkut) wajib meiakukan suatu penemuan 

prestasinya, apabila tidak rnernenuhinya maka ia dianggap rneiakuk:an wanprestasi 

yang artinya bahwa debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati 

dalam perjanjian. i6 

Wanprestasi itu sendiri dapat berupa: 

1. Tidak melal'llkan apa yang disanggupi akan dilakuk:an 

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikannya (tidak sesuai ) 

3. Melakukan apa yang dijanjikannya tapi terlambat 

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. 

Perbuatan wanprestasi yang pemah dilakukan oleh perusahaan 

pengangkutan barang melalui laut di PT. Salam Pasifik Indonesia Lines Surabaya 

adalah:17 

2006 

1. pengaJuan klairn akibat kerusakan rnobil yang dikirim ke Jakarta 

setelah sampai tujuan. 

2. Kehilangan barang kiriman akibat petugas tidak teliti pada saat 

bongkar muat barang. Seringkali pada jumlah barang mengalami 

penyusutan. 

3. Keterlambatan kapal yang disebabkan oleh: 

♦ Baling-bal ing kapal yang tiba-tiba rusak, 

16 ibid, Hal 78 

n Wawancara, Albert, Bagian Administrasi PT. Saiam Pasifik Indonesia Lines, 25 Mei 
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• Kemacetan bongtar muat barang yang mengakibatkan pc!abuhan 

penuh dan kapai hams antri untuk bersandariherlabuh di dennaga 

ketika sampai pdabuhan tujuan. Hai ini juga dapat mengakibatkan 

bongkar muat barang daJam kapal terlambat. Mengingat bongkar 

muat barang membutuhkan wakiu yang cukup iama, untuk hai-hai 

seperti ini sangat merugikan pihak pengirim barang. 

4. Kerusakan pengaturan suhu kapal ketika PT. Salam Pasifik Indonesia 

Lines mengirimkan buah-buahan dan sayur-sayuran yang semula 

masih segar dan baik, tapi setelah sampai pada tujuan ternyata buah­

buahan dan sayur-sayuran tersebut membusuk. Setelah pihak 

perusahaan PT Salam Pasifik Indonesia Lines memeriksa dan meneliti 

keadaan kapal ternyata menemukan kerusakan pada pengaturan suhu 

di kapal tersebut. Dengan keadaan seperti itu jelas sangat-sangat 

merugikan pihak pengirim. 

Untuk kasus-kasus di atas maka pihak dari PT Salam Pasifik Indonesia 

Lines wa_jib untuk menyelesaikan dan mengganti kerugian sesuai dengan 

kesepakatan perjanjian yang telah disepakati. 

Dalam suatu perjanjian apapun tentunya tidak ada pihak yang ingin 

dirugikan, masing-masing ingin memperoleh keuntungan yang seimbang antara 

satu dengan yang Iainnya. 

Kemungkinan-kemungkinan itu sangat senng terjadi di dalam 

pengangk'lltan. Dalam hal tersebut di atas bisa saja dikarenakan adanya kejadian 

~ ang menurut kepantasan tidak dapat dicegah atau dihindarkan oieh pengangkut 
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(overmacht atau forcemajeure), misalnya didalam pelayaran terjadi malapetaka 

yang berupa ombak besar disertai angin ribut, badai dan bencana alam Iainnya 

yang dapat mengakibatkan pelayaran kapal tertunda sehi._rigga barang sampai tidak 

tepat pada walctunya dan juga menyebabkan barang-barang yang ada dalarn kapal 

tergeser sehingga menjadikan barang itu rusakilecet. 

Pihak pengangkut juga harus dapat membul1:ikan bahwa malapetaka itu 

benar-benar terjadi di Iuar dugaannya, sehingga dalam kejadian semacam ini 

pihak penganglo.rt tidak mengganti kerugian jika keterlambatan dan kerusakan 

barang-barang disebabkan oleh forcemajeure/overmacht. 

Dalam perjanjian pengang.k7.ltan kesalahan dan kelalaian pengirim barang 

dapat juga terjadi, biasanya terletak pada pembungkus barang. Dalam hat 

pembungkus sering dilihat kurang sempuma jadi mudah dimasuki air sehingga 

merusak barang maupun pembungkusnya sendiri, jika pihak pengangkut 

mengetahui kelalaian dan kesalahan ini harus memperingatkan ataupun menolak 

atau paling sedikit mencatat dalam surat angk7.ltan bahwa pembungk7.1snya lrnrang 

sempuma, sehingga kelak dikemudian hari bila terjadi klaim barang, sebagai bukti 

pengangkut untuk menolaknya. 

Untuk dua sebab dan akibat timbulnya wanprestasi ini kita condong 

dengan cara melihat dari sudut keadaan konlrret yang menjalankan segala ikhtiar 

pencegahan dan reaksi dari pihak pengirim maupun pihak pengangkut barang 

dalam menuntut klaim. 
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3. l<.Jaim at.au Ganti Rugi oleb PT. Salam Pasifik lndonesia Lines Surabaya 

Jika te~jadi kerusakan atau kehilangan barang yang me~jadi tanggung 

jawab PT. Salam Pasi fik Indonesia Lines, maka dalam hal ini pihak pen6,irim atau 

penerima dapat mengajukan klaim pada PT. Salam Pasifik Indonesia Lines 

Surabaya yang mengirim barang tersebut. Dalam surat muatan ditentukan cara­

cara mengajuk:an klaim sebagai berikut 

a. Klaim harus diajukan dalam bentuk tertulis (surat) 

b. KJaim diajuk:an palinglambat 30 hari sejak diterimanya barang 

angkutan tersebut. 

c. KJaim dikirim ke kantor PT Salam Pasifik Indonesia Lines Surabaya. 

Dalarn hal penb.-irim menggunakan jasa pengangkut rnaka bila terjadi 

kerugian, pengirim dapat mengklaim pihak pengangkut dan selanjutnya pihak 

PT. Salam Pasifik Indonesia Lines Surabaya akan mencari dimana kerusakan dan 

kehilangan itu terjadi dengan melakuk:an pelacakan atas dokumen-dokumen yang 

berisi rincian dan meJihat perkasus dimana terjadinya kerugian tersebut. 

Dalam hal terjadi kerusakan atau kekurangan maka pihak PT. Salam 

Pasifik Indonesia Lines akan memberikan bukti kerusakan (surfey report) atau 

bukti kekurangan penerimaan bila muatannya dalam keadaan rusak atau k"Ufang 

pada waktu penyerahannya. 

Permintaan bukti kerusakan harus diadakan bersama (joint survey ) dengan 

menyebut jumlah peti atau koli yang rusak dan jenis kerusakannya . Surteyorlah 

yang menentukan besarnya kerusakan, kekurangan barang muatan kapal selama 

dalam pengangkutan, setelah itusurfeyor akan mengeluarkan surf ey report yang 
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1smya menerangkan mengenai keadaan dari barang muatan. Surfey report 

merupakan salah satu dokumen yang penting dalam menentukan ganti kerugian. 

Jika PT. Salam Pasifik Indonesia Lines Surabaya setelah diadakan 

pemeriksaan dan penelitian terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga 

merugikan pemiiik barang, maka ganti rugi untuk suatu klaim atas kerugian 

muatan dihitung sesuai dengan daflar barang (commercial invoive) yang harus 

disampaikan oleh pengirim yang mengajukan k.Iaim. Jumlah ganti rugi perpeti 

atau perkoli tidak ditentukan dalam formulir Bill of Lading (BIL). 

Jika PT. Saiam Pasifik Indonesia Lines Surabaya harus membayar ganti 

rugi atas kerugian atau kerusakan pada barang-barang maka ganti rugi itu dihitung 

dengan mengambil reforerisi darinilai barang-barang yang bersangkutan di tempat 

dan waktu barang-barang itu diserahkan kepada pihak penerima sesuai dengan isi 

kontrak. Nilai barang-barang itu ditentukan sesuai dengan harga tukar yang 

bersangkutan atau sesuai dengan harga pasaran yang berlaku atau harga lazim dari 

barang-barang yang sejenis atau sama mutunya. 

Dalam pemberian ganti kerugian tersebut, maka pihak PT. Salam Pasifik 

Indonesia Lines Surabaya akan membayar sesuai dengan jumlah yang menjadi 

kesepakatan yang telah dicapai dengan pihak yang merasa dirugikan, sehingga 

tidak ada batas-batas tertentu seperti maksimal pemberian ganti kerugian. 

Kesepakatan para pihak rnenjadi dasar dalam pemberian ganti kerugian. 

Ganti kerugian tersebut akan diserahkan oleh PT. Saiam Pasifik Indonesia 

Lines Surabaya setelah terdapat bukti-bui'ti yang dapat berupa foto yang 

menunjukkan bahwa barang-barang yang dikirim mengalami kerusakan. 
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PT. Saiam Pasifik Indonesia Lines Surabaya akan menyerahkan ganti kerugian 

tersebut pada pihak yang rnerasa dirugikan, yaitu pihak pengirim atau pihak 

penerima. Untuk itu PT. Salam Pasifik Indonesia Lines Surabaya perlu melakukan 

penelitian terhadap siap yang berhak menerirna kerugian. 

Jika seandainya barang yang rusak dapat diperbaiki sendiri oieh PT. Saiam 

Pasifik Indonesia Lines Surabaya, rnaka akan diperbaiki tanpa memberikan ganti 

kerugian, namun jika tidak dapat rnemperbaikinya maka PT. Salam Pasifik 

Indonesia Lines Surabaya akan mernberikan ganti kerugian sebesar ongkos atau 

biaya perbaikan barang yang rusak itu. Namun demikian pihak PT. Salam Pasifik 

Indonesia Lines Surabaya harus tetap memberitahukan kepada pihak asuransi jika 

terjadi klairn. 

Sebagai contoh tanggung jawab pengangkut yangpemah terjadi dalarn 

perusahaan PT. Salam Pasifik Indonesia Lines pada tahun 1999 adalah pengajuan 

klaim oleh pengirim yaitu seorang eksportir mebel yang diajukan secara tertulis 

melalui faks. Klaim diajukan karena kerusakan atas barang yang dikirirnkan ke 

Belanda pada saat pengangkutannya. 

Pada saat dikirimkan barang dalam keadaan utuh, namun saat diterima di 

tempat tujuan barang tersebut mengalami sedikit kerusakan dan agak kotor. 

Pengajuan klaim ini diteliti dan diperiksa kembali oleh pihak PT. Salam Pasifik 

Indonesia Lines Surabaya. Setelah diperiksa kembali dan ternyata klaim yang 

diajukan sesuai dengan waktu atau tidak lampau waktunya dan kerusakan pada 

barang-barang angkutan benar-benar terjadi karena pihak yang mengajukan klaim 

menyertakan buk1i kerusakan berupa foto, maka pihak PT. Salam Pasifik 
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Indonesia Lines akan mernberikan ganti kerugian atas kerusakan yang terjadi , 

da1am hal ini PT. Salam Pasifik Indonesia Lines memberikan ganti kerugian 

sebesar USD 250,00 dan pembayaran ganti kerugian tersebut dilakukan melalui 

bank. Klaim tersebut di atas diterima sebab diajukan setelah barang diterima oleh 

pihak penerima dan tidak me1ebihi batas waktu pengajuan k1aim yaitu tidak lebih 

dari 30 hari sejak barang diterima, selain itu juga telah dilakukan pemeriksaan 

oleh pihak pengangkut terhadap barang angkutan yang mengalami kerusakan. 

Klaim yang diajukan tidak dapat diterima jika diajukan melewati batas waktu dan 

apabiia kerusakan yang terjadi atas barang angkutan temyata tidak disebabkan 

oleh pengangkut. 18 

Jadi apa yang telah dilakukan oleh PT. Salam Pasifik Indonesia Lines telah 

sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran, yaitu di 

dalam pasal 86 ayat l huruf b yang berbunyi: 

"Perusahaan angkutan laut di perairan bertanggungjawab atas akibat yang 
ditimbulkan olehpengoperasian kapalnya berupa: musnah, hilang atau 
rusaknya batang yang diangkut. " 

Selain itu apa yang telah dilakukan PT. S:ilam Pasifik Tndonesia Lines juga 

telah sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 468 ayat 2 KUHD, yaitu: 

"Si pengangkut div,,ajibkan untuk mengganti segala kerugian yang 
disebabkan karena barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidak dapat 
diserahnyanya, atau karena terjadi kerusakan pada barang itu, kecuali 
apabila dapat dibuktikan bahwa tidak diserahkannya barang atau 
kerusakan tadi, disebabkan oleh suatu malapetaka yang selayaknya tidak 
dapat dicegah atau dihindarkannya, atau cacat daripada barang tersebut, 
atau oleh kesalahan dari si yang mengirimkannya." 

18 Wawancara, Yuni Amelia, Kepa!a Personalia PT. Salam Pasifik Indonesia Lines 
Surabaya, tanggal 02 Juni 2006. 
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Serta sesuai juga dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 

KlWI0/1988 yang berbunyi: 

"Perusahaan jasa pengurusan transportasi bertanggung j awab atas hal yang 
telah diperjanjikan dengan berbagai pihak dan wajib menyelesaikan segala 
tuntutan yang sah." 

Dan pelaksanaan pertanggungjawaban PT. Salam Pasifik Indonesia Lines 

Surabaya sesuai dengan pasal 1236 Kit.ab Undang-Undang Hukum Perdat.a yang 

berbunyi : 

"Pengangkut wajib mengganti rugj atas biaya dan rugi bunga yang layak 
hams diterima, bila ia tidak dapat menyerahkan atau tidak merawat 
sepantasnya untuk menyelamatkan barang-barang angkutan." 

PT. Salam Pasifik · Indonesia Lines Surabaya dalam kedudukannya selaku 

perusahaan pengangkutan yang melakukan pengangkutan barang eksport dan 

import sudah barang tentu mempunyai perjanjian sebelum melaksanakan kegjatan 

usahanya. Sehubungan dengan ha! tersebut maka PT. Salam Pasifik Indonesia 

Lines ada1ah pengangkut yang tidak dapat lepas dari berbagai kesalahan terhadap 

kerugian yang diderita oleh pengirim barang atau pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan barang-barang muat.an. Maka dari itu pihak pengangkut 

diwaj ibkan untuk: mengganti kerugian sesuai dengan kesepakatan perjanjian. 
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A. KESIMPULAN 

BABIV 

PENUTUP 

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka 

pada bah ini penulis akan menyampaikan atau memberi kesimpulan mengenai: 

1. Proses pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang. 

- Dalam proses pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang melalui laut 

oleh PT. Salam Pasifik Indonesia Lines dimulai dengan pembentukan 

perjanjian pengangkutan barang antara pihak pengangkut dan pihak 

pengguna jasa angkutan. Terbentuknya perjanjian pengangkutan barang ini 

sejak adanya kata sepakat antara kedua pihak. Pengguna jasa menyerahkan 

barang kepada pengangkut ditempat tertentu sesuai dengan perjanjian, dan 

pengangkut akan menyerahkan barang di tempat tertentu pula sesuai 

dengan perjanjian. 

- Dokumen pengangkutan digunakan sebagai buktu bahwa telah terjadi 

perjanjian pengakutan barang 

- Hak dan kewajiban wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak yang 

bersangkutan. 

2. Upaya penyelesaian tanggung jawab pengangkut apabila terjadi kerugian pada 

barang oleh PT. Salam Pasifik Indonesia Lines(SPIL ). 

- Si pengirim dapat meminta ganti rugi dan menuntut pertanggung jawaban 

pada PT. Salam Pasifik Indonesia Lines sesuai dengan ketentuan 
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perusahaan. Apabila si pengirim masih belum merasa puas dengan ganti 

rugi dan pertanggung jawaban tersebut maka pengirim dapat mmenuntut 

perusahaan pelayaraan tersebut kepada pengadilan negeri daerah setempat. 

- Batas pertanggung jawaban PT. Salam Pasifik Indonesia Lines, hanya 

memberikan tanggung jawab atas kerusakan barang angkutan yang 

menyebabkan kerugian bagi pihak pengirim atau pihak penerima barang, 

tetapi jika kerusakan barang angkutan tersebut bukan dikarenakan atau 

akibat kesalahan dari pihak pengirim/penerima barang maka pihak 

perusahaan pelayaran tersebut akn lepas dari tanggungjawab. 

- Tuntutan ganti rugi dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan secara tertulis 

dengan disertai bukti-bukti yang berupa foto-foto dari kerusakan barang 

tersebut. 

- Klaim yang akan diajukan pada perusahaan pelayaran tersebut, harus sampai 

ke pihak pelayaran selambat-lambatnya 30 hari setelah penerimaan barang 

angkutan tersebut. 

Pada perusahaan pelayaran PT. Salam Pasifik Indonesia Lines 1m, 

penyelesaian sengketa lebih sering dilakukan dengan cara memberi ganti rugi. 

B. SARAN 

Sebaiknya dalam pemberian ganti rugi oleh PT. Salam Pasifik Indonesia 

Lines, proses pelaksanaanya harus lebih efisien dan tidak terlalu rumit sehingga 

dapat membuat para pengguna jasa merasa lebih percaya dan praktis apabila akan 

menggunakan jasa angkutan tersebut, maka dengan sendirinya akan 

mengakibatkan perkembangan dalam sektor pelayaran Indonesia berkembang. 
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